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SALINAN
PENETAPAN
Nomor 0329/Pdt.P/2022/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara “perwalian” yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD Kelas 5,

pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan
Manyar, Saksi 1

; , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi
yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus
2502 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor
0329/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ............ Pemohon telah menikah dengan seorang
perempuan bernama ..............., yang dicatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan ............... Kabupaten ..............., berdasarkan kutipan akta nikah
Nomor: ............... tanggal ...............

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan istrinya telah
dikaruniai anak ............... orang, bernama ...............

3. Bahwa istri Pemohon yang bernama. ..............., telah meninggal dunia pada
tanggal ............... karena ...............

4. Bahwa anak-anak Pemohon belum dewasa, dan belum cakap untuk
bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak memecah tanah petok D / sertifikat Hak Milik
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atas nama ............... dengan luas .......... M2 (i ), yang
terletak diDesa ................... , Kecamatan .................... , Saksi 1
, dengan batas-batas :
Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut
hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga
Pemohon maupun keluarga almarhum suami, serta pihak ketiga yang
mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon belum dewasa dan belum cakap untuk
bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali
dari anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gresik cg.majelis hakim segera memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak-anak
yang bernama:

a. Muhammad Eki Kumiawan Ardani, lahir pada pada 26 Mei 2006 (umur 16
tahun 3 bulan);

b. Muhammad Salman Dwi Putra, lahir pada pada 29 Januari 2008 (umur 14
tahun 7 bulan);

c. Ziyadatur Rif'ah, lahir pada pada 27 Juni 2013 (umur 9 tahun 2 bulan);

3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider:
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Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di
persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus
bertanggung jawab terhadap diri dan harta anaknya dan Pemohon
menyanggupi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon
bernama:,umur ..... tahun ...... bulan tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di
RT x RW x Desa x Kecamatan x Saksi 1

, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka
persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:
A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525104304560003, tanggal,
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 159/19/IV/2005 , tanggal 25 April
2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Manyar, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saksi 1

, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan ........, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa xx Kecamatan xx Saksi 1
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, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan ........, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan
oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diber tanda
(P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan ........, Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan
oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diber tanda
(P.6);

B. SAKSI:
1:,umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamatdi RT x RW x Desa x
Kecamatan x Saksi 1

, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x
Desa x Kecamatan x Saksi 1

, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan
mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjunya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjuinya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi
kewenangan absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan
perbuatan hukum terhadap anaknya yang bemama: (), dengan alasan
sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P....., serta 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama: dan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P....., telah bermeterai cukup
sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea
Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut
merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempuma dan
mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian buki
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan olen Pemohon
adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi
dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya
sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan
permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik
secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukii
dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172
HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan
keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum (), dikaruniai anak bernama ()

- Bahwa almarhum () telah meninggal dunia pada tanggal ..............
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan almarhum () sewaktu
masih hidup rukun dan baik-baik saja;

- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan selalu memperhatikan
terhadap anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama ()
masih dibawah umur;

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk

- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas
perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon menuntut agar
anak bemama: () ditetapkan dibawah perwalian Pemohon, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab
dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang
kekuasaan atas anaknya yang bernama: () dikarenakan anak tersebut saat ini
masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat
(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala
perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan hukum yang akan dilakukan
oleh Pemohon sebagai wali adalah

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan
adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ibu dalam keadaan tidak
dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak
menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon
layak dan patut menjadi wali atas anak-anaknya yang bernama: ();

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak bernama Muhammad Eki Kumiawan Ardani tanggal lahir
26 Mei 2006, Muhammad Salman Dwi Putra tanggal lahir 29 Januari 2008
dan Ziyadatur Rif'ah tanggal lahir 27 Juni 2013, di bawah perwalian
Pemohon (Pemohon);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.235. 000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 7 Muharam 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh FITRIAH AZIS, S.H. sebagai Ketua Majelis,
MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag. FITRIAH AZIS, S.H.
Ttd.

M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,
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Ttd.

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp 30.000,00 Untuk Salinan
Proses Rp 75.000,00 Pengadilan Agama Gresik
Panggilan Rp 100.000,00 Panitera,

PNBP Panggilan Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 9.000,00 Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.
Jumlah Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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